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KABUPATEN PRINGSEWU 
PROVINSI LAMPUNG 

PERATURAN BUPATI KABUPATEN PRINGSEWU 
NOMOR US TAHUN 2018 

7ENTANG 

ROAD MAP REFORMASI BIROKRASI 
t't:M~I<.lNTAH KAHUPATEN J-l~NGSEWU TAHUN 2018-2022 

Menimbang 

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA 

BUPATI PRlNCSEWU, 

a. bahwa eebagai tindak lanjut Pere.tursn Presiden 
Nomor 81 Tahun 2010 tentang Grand Design 
Refonnasi Birokrasi 20 l 0-202 5 dan Peraturan 
Menteri Negara Pendayagunaan Aparatur Negara dan 
Reformasi Birokrasi Nomor 37 Tahun 20 lJ ten tang 
Pedoman Penyusunan 'Rnnd Map Reform.=;i,q; Rimkrt:a~i 
Pemerintah Daerah serta dalmn rangka. mewujudkan 
tata kelola pemerintahan yang baik~ terarah dan 
berkesinambungan perlu menetapkan Road Map 
Reformasi Birokrasi Pcmcrintah Kabu paten 
Pringsewu Tahun 2018-2022; 

l, ~ lnt11 wa benw .. SH.rk.Hn pert..ii:u bangan :seba.ga.tmana 
dimaksud dalam hurnf a, p€rlu menetapkan 
Peraturan Bupati tentang Road Map Reformasi 
Birokmsi Pemerintah Kabupaten Pringsev,u Tahun 
2018-2022; 

1 .. Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2003 tentang 
Pengelolaan Keuangan Negara (Lembaran Negara 
Tahun 2003 Nomor 47J Tambahan Lembaran Negara 
Republik Indonesia Nomor 4286); 

2. Undang-Undang Nomor 1 Tehun 2004 tentang 
Perbendaharaan Negara (Lembaran Negara Tahun 2004 
Nomor St Tambahan Lem.baran Negara t<epublik 
Indonesia. Nomor 4355); 

3. Undang-Undang Nomor 15 Tahun 2004 tentang 
Pemeriksaan Pengelo1a.an dan Tanggungjawab 
Keu.angan Negara (Lembaran Negara Tahun 2004 
Nomor 66, Tambaha.n Lem.ha.ran Negara Repu hlik 
Indonesia Nomor 4400); 



4. Undang-Undang Nomor 25 1'ahun 2004 ten.tang Si8tem. 
Pcrcncanaan Petnbangunan Nasional (l.embaran 
Negara Tahun 2004 Nomor 104, Tambahan Lembaran 
Negara Republik Indonesia. Nomor 4421); 

5. Undang-Und1:111g NomoJ J3 Tahun 2004 tcntsng 
Perimbangan ~uangan antara P~merintah Pusat dan 
Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik 
Indonesia Tahun 2004 Nomor 126, Tambahan 
Lembaran Negara Republik Jndonesia Nomor 4438); 

6. Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2007 tentang 
Rencana Pembangunan Jangka Panjang Nasional 
Tahun 2005-2025 (Lembaran Negara Tahun 2007 
Nomor 66, Tambahan Leu11.J&an Negara Rcpublik 
Indonesia Nomor 4400); 

7. Undang-Undang Nomor 48 Tabun 2008 tentang 
Pembentukan Kabupaten Pringsewu di Provinsi 
Lampung {Lembaran Negara Republik Indonesia 
Tahun 2008 Nomor 1R5, T11mbahan Lembaran Negara 
Republik Indonesia Nomor 4932); 

8. Unclang-Undang Nomor 25 Tctl1w1 2009 tentang 
Pclayenan Pu.blik {Lembarsn Negara Tahun 2009 Nomor 
112, Tambahan Lembaran Ne,.ara Republik Indonesia 
Nomor 5038); 

9. Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tcntang 
Pembentukan Peraturan Perundang-undangan 
[Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2011 
Nomor 82, Tambahan Lembaran Negara Republi.k 
Indonesia Nomor 5334); 

10. Undang-Undang Nomor 5 Tahun 2014 tentangApamtur 
Sipil Negara; (Lembaran Negara Republik lndonesia 
Tahun 2014 Nomor 6, Tambahan Lembaran Negara 
Republik Indune~ No1nor 5494); 

11. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang 
Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik 
Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan 
Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) 
-.b»gaimAna tel.ah diubah beberapa kali terakhir 
dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2015 
(Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun :.?015 
Nomor 58, Taunbahan Lembaran Negara Republik 
Indonesia Nomor 5679); 

12. Peraturan Pemerintah Nomor 79 Tahun 2005 tentang 
Pedoman 1:-'embinaan dan Pengawasan 
Penyelenggaraan Pcmenntahan Dacrah {Lembru-an 
Negara RP.pu hlik Indonesia Tahun 2005 Nomor 165, 



Tambahan Lembaran Negara Republilc Indonesia 
Hornor 4593); 

13. ~1umn Presiden Nomor 81 Tahun 2010 t:entang 
GrondDesign Reformasi Birokrasi 2010-2025; 

14. Peraturan Menteri Negara ~1tkyagunaan Aparatur 
Negara dan Reformasi Birolaasi Nomor 10 Tahun 2011 
tentang Pedoman Pe1aksanaan Piogian1 Manajemen 
Perubahan; 

15. Peraturan Menteri Negara Pcndayagunrum Apa.ratur 
Negara dan Reformasi R;ro'kmsi Nomor 11 Tahun 2011 
tentang Kriteria dan Ukuran Keberhasilan Reformasi 
Birokrasi; 

16. Pera.turan Mcnteri Pendayagunaim Aparatur .Negara 
dan Reformasi Birokrasi Nomar 30 Tahun 2012 tentang 
Pedoman Pengusulan, Pen.etapan dan Pembinaan 
Reformasi Birokra.si pada Pemerintah Daerah (Betita 
Negara Republik Indon~ Tahun 2012 Nomor 590); 

17. Pera.turan Menteri Penda,yagunaan Apara.tur Negara 
clan Reformasi Birokrasi Nomor 37 Tahun 2013 tentang 
Pedoman Penyusunan Koad Map reformasi Birokras:I 
Pemerintah Daerah (Derita Negara Republik Indonesia 
Tahur, ?013 Nnmor 1538); 

18. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 80 Tahun 
2015 tentang Pembentukan Produk: Hukum Daerah 
(Serita Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 
2036); 

19. Peraturan Daerah Kabupaten Pringsewu Nomor O'I 
Tul1uu 2010 tcntang Poko~Pokok I'engclolaan 
Keuangan Daerah (Lembaran Daerah K111hnpBl:l'!n 
Pringsewu Tahun 2010 Nomor 07); 

20. Peraturan Daerah Kabupaten Pringsewu Nomor 16 
Tahun 2016 tcntang Pcmbentukon don Ssueunan 
Perangkat Daerah Kabupaten Pringsewu (Lembaran 
Daerah Kabupaten Pringsewu Tahun 2016 Nomor 16); 

21. Peraturan Bupad Kabupaten Priugsewu Nomor 42 
Tahun 2016 tentang Kedudukan. Susunan 
Organisasi. Tugas Pokok Fun,:tsi dan Tata Kerja 
Sekretariat Daerah, Sekretariat Dewan Perwakilan 
Rakyat Daerah, lnspektorat, Satuan Polisi Pamong 
P1·aja dan Staf t\hli Bupati; 

22. Peraturan Bupati Kabupaten Pringsewu Nomor 43 
Tahun 2016 tentang Kedudukan. Susunan 
Organisasi, Tugas Pokok Fungsi dan Tata Kerja 
Din.as• Dinas Pemerintah Daerah; 



Menetapkan 

23. Pera.turan Bupati Kabupaten Pringsewu Nomor 44 
Tahun 2016 tentang Kedudukan, Susunan 
Organisasi, Tugas Pokok Fungsi dan Tata Kerja 
Badan-Badan Pemerintah Daerah; 

24. Peraturan Bupdl Kabupaten Pringsewu Nomor 45 
Tahun 2016 te.ntruig Kf!dudukan, Susunan 
Organisasi, Tugas Pokok Fungsi dan Tata Kerja 
Lemabaga Lainnya; 

25. Peraturan Bupati .Ka.bupaten Pringsewu Nomor 46 
Tahun 2016 tentang Kedudukan, Susunan 
Organisasi, Tugas Pokok Fungsi dan Tata Kerja 
Kecamatan dan dan Kelurahan; 

Mt:MUTUSKAN: 

PERATURAN BUPATI TENTANG ROAD MAP REFORMASI 
BIROKRASl PEMERINTAH KABUPATEN PRINOSEWU 
TAHUN 2017-:.!022. 

BAB! 
KETENTUAN UMUM 

Paaall 

Dalam Peraturan Daerah ini yang di.maksud dengan: 

1. Daerah adaJah Kabupaten Pringsewu. 

2. Pemerintah Daerah adaJah kepala dacmili sebagai 
unsur penyelenggara Pemerintahan Daerah yang 
memimpin pelaksanaan urusan pemerintahan yang 
menjadi kewenangan daerah otonom. 

3. Bupati adalah Bupati Pring&ewu. 

4. Wakil Bupati adalah Wakil Bupati Pringsewu. 

5. Dewan Perwaki1an Rakyat Daerah yang -.lanjutnya 
disingkat DPRD adalah Jembaga perwaki)an rakyat 
daerah yang berkedudukan sebagai unsur 
penyelenggara Pemerintahan Daerah. 

6. Sekretaria.t Daerah adalah Seketariat Daerah 
Kabupaten. 

7. Organisasi Peranglcat Oaerah Kabupaten selanjutnya 
disebut OPD I<abupaten adalah Sekretariat Daerah, 
Sekretariat DPRD, Dinas Daerah, Lembaga Teknis 
Uaerah dan Lembaga Lain sebagai bagian dari 
Perangkat Daerah. 



8. Penn1gkat Daerah adalah orga.ni.sasi/lcmbaga pad.a. 
Pe.merintah Daerah Kiahupllt.en Pringsewu yang 
bertanggung jawab kepada Kepala Daerah dan 
membantu Kepala Daerah dalam penyelenggaraan 
pemerintahan yang rerdiri dart Sekretariat Daerah, 
Dinas Daerah, Lcmbaga Teknis Dnerah dan Lembaga 
lAin Rebagai bagian dari Perangkat Daerah Kabupaten 
Pringsewu. 

9. Otonomi Oaerah adalah kcwcnangon doerall oton01n 
unt.uk mengatur dan mengurus k:epentingan 
masyaraka.t setempat menurut prakarsa sendiri 
berdasarkan aspirasi masyarakat sesuai dengan 
peraturan perundang-undangan. 

10. Refonna.si Birokrasi adalah proses menata ulang 
birokrasi dari tingkat b!rtinggi hingga terendah dan 
melakukan terobosan baru dengan langkah-langkah 
bcrtahap, kongkret, renlistis, sunsguh-sungguh, 
berpikir di luar kebiasaan yang ada, perubahan 
paradigma dan dengan upaya yang luar biasa. 

11. Grand Demgn. Reformasi Birokrasi adalah rancangan 
induk yang berisi arah kebijakan pelaksanaan 
refonnasi birokrasi nasional untuk kurun waktu 
Tahun 2010-2025. 

12. Road Map Reformasi Birokra.si adalah bentuk 
operasionalisasi Grand Design Reform.asi Birokrasi 
yang disusun dan dila.kukan setiap 5 (lima) tahun 
sekali dan merupakan =ncwl8. rinci reformasi 
birokrasi dari. satu tahapan ke tahapan selanjutnya 
selama tuna tahun dengan sasaran pertahun yang 
jelas. 

RARIT 
MAKSUD DAN TUJUAN 

Pasal2 

(1) Mak3ud dilaksanakannya penyusunan Road Map 
Reformasi Birokr~ adaJah: 
R. -.hsigsii pedoman dalam memberikan arah 

pelaksanaan reformasi birokrasi di Pemerintah 
Kabupaten Pringsewu agar dapat berjalan secara 
efektif, eftsten, terukur, konsiaten, terinlegi-asi, 
melem.baga dan berkelanjutan; 

b. menjadi instrumen yang akan 1Demandu perubahAJ'\ 
sesuai dengan karakteristik yang dimiliki; 

c. menjadi instrumen yang mempersatukan seluruh 
kegiatan Reformasi Birokrasi; 



d. menjadi instrumen yang memberikan petunjuk 
tentang darimana clan akan kemi:tllll perubah.ui 
dilakuklln dalam. rangka. reformaili birokrasi.; dan 

e. menjadi dokwnen yang menja£1i acuAn J)f':ruhahan 
birokrasi di setiap Unit Kerja. 

(2) TujnAn penyusunan Road Map Reformasi Bi.rokrasi 
adalah: 

a. menselaraskan pemahaman semua pihak yang 
terlibat daJam semua program reformasi birokrasi; 
dan 

b. memudahkan efektivitas dan koordinasi 
petaksanaan reformasi birukr111li mulai. dari 
perencanaan, pelaksanasn dan monitoring. 

BAB Ill 
RUANO I..INOKUP 

Pasal 3 

Ruang lingku.p Road Map Reformasi Rimlrrsu1i di 
lingkungan Pemerintah Kabupaten Pringsewu meliputi 
konsolidasi rencana aksi program clan kegiatan refonnasi 
birokrasi yang terdiri dari: 

a. pencapaian; 
b. rencana.; 
c. kriteria kel.Jerhasilan; 
d. agenda p1·iocitas; 
e. waktu pelakaanaan den ta.he.pan kerja; dan 
f. penanggungjawab. 

BAB IV 
ROAD MAP REFORMASl BIROKRASI 

Pasal 4 

(I) Road Map Refonnasi Birokrasi Pemerinl.Hl1 Kabupaten 
Pringsewu dipergunakan sebagai pedoman dalam 
melaksanakan 9 (sembilan) Program Reformasi 
Birokrasi di Lingkungan Pemerintah Kabupaten 
Pringsewu. 

(21 Program Reformasi Birokra.si sebagaimana. dimaksud 
pada ayat (11 sebagaimana tercantum wtlmn Lampiran 
mcrupa.ksn bngian yang tidak teipisahkan dari 
Peraturan ini. 



BABV 
KETENTUANPENUTUP 

PasalS 

Pcratucan Daen1h ini mulai berlaku pada tan.ggB.1 
diu ndangkan. 

orang mengetahuinya, memerinta.hkan 
Pcraturan Daerah 1n1 dengan 
dalam BP.rih:1 Daerah Kabu paten 

Agar setiap 
pengundangan 
penempatannya 
Pringsewu. 

Diunda.ngkan di .Pringsewu 
pada tanggal o Ja...'11!.~ ~ i .201a 

Ditetapkan di Pringsewu 
pada tanggal 8 J a.?US.ri 20~'.·; 

BUPATI PRINGS~WU, 

dto 

SUJADI 

SEKRETARIS DAERAH KABUPATEN PRINGSt:WU, 

llto 

A. BUDIMAN PM 

SERITA DAERAH KABUPATEN PRINGSEWU TAHUN 2018 NOMOR a; 

Sesuai dengan aslinya 
Kepala Bagian Bina dan Fasi.litasi Produk Hukum 

Sekretariat Daerah Kabupaten Pringsewu 

~~, 
IHSAN HENDRAWAN, S.H 

JDIH Kabnpateo Prinpewu : http:/ /jdib.prinpewukab.gold/ 



A. Umum 

LAMPIRAN 

BAB! 

PERI\TURAN BUPATI PRINGSEWU 
.NOMOl{ : 6 
TAHUN : 2017 

PENDAHULUJ\N 

Refonuasi Birokrasi pada dal'.la!Ilya merupalmn upaya untuk 
melakukan perbaikan kinerja birok:ra.si, dengan meninglcatlcsin kualitas 
regu1asi, meningkatkan efisiensi, efektivita.s dan akuntabilitas seluruh 
aspek penyelenggaraan pemerintahan dan meningkatkan kualitas 
pelayanan kepada masyarakat, yang pada gilirannya akan 
mcni.ngkatkan kepercayasn masyarakat kepado. PemerintD.h serta 
meningkatkan citra Indonesia di mata intemasional. Pengertian ini 
tampaknya sangat mudah untuk dipahami, tetapi di dalamnya 
mengandung kompleksitas proses perubahan yang rumit. Perubahan 
tidak hany1:11 ~keda.r perulmhan termtdap strukltll" urganisa.si, letapi 
juga menyangkut berbagai prose& penyelenggaraa.n pem.erintahan di 
seluruh daerah, hannonisasi dan streamlining berbagai reR1,1lasi, 
perubahan pada sistem manajemen SOM yang mampu mendorong 
kinerja organiaasi, dan perubahan pada sistem pengawasan clan 
a.kuntabilitas yang mampu mendorong penyelenggaraan pemerintahan 
yang bersih dan bebas Korupm Knlu!li dan Nt!potisme. Langkah-lAngkah 
perubahan tersebut diharapkan dapat membawa dampak positif 
terhadap upaya peningkatan kualitas pela.yanan publik serta 
perubahan pola pikir dan budaya kerja aparatur. 

Keseluruhan aspek merupakan satu kesatuan sistem yang tidak 
d.apat berdi.ri sen.diri, teta.pi saling tttkait !la.bl saina lain. Perubahan di 
satu aspek akan memberikan pengaruh kausal pada aspek Iain. Karena 
itu, reformasi birokrasi tidak semudah membalikkan telapak tangan. 
Reformasi birokrasi membutuhkan waktu yang panjang, biaya yang 
tidak sedikit serta konsistensi, kesabaran, pantang menyeral! dan 
pcngorbanan bcsar para pelakunya. 

Dengw1 deiuik.ian, waka pendekala.11 1-efonnasi birokrasi yang 
dilakukan haru& merupakan pendekatan yang sistematis, terstruktur, 
bertahap dimana satu tahapan harus menghasilkan output yang 
memberikan dampak penguatan perubahan pada tahapan selanjutnya. 

Reformasi birokrasi merupakan sebuah komitmen nasional untuk 
mewujudkan sosok pemerintahan yang efektif dan efisien, serta bersih 
dalam memberikan pelayanan kepada masyarakat, maka peran 
pemerintah daerah dalani mendukung keberha.silan r:eformasi 
sangatlah strategis. 

Sa1ah AAh1 pP.rsin knnlmt J1P.mP.Tint11h d:iu'!rah d11JAm m1md11kung 
reformasi birokrasi nasional adalah dengan turu.t menjadi pelaku 
reformasi tersebut, antara lain dibuktikan dengan adanya road map 
sebagaJ manifestast keslapan menjalankan reformast btrokrasi. 

Atas dasar pemikiran tersebut, Pemerintah Kabupaten Pringsewu 
beriniaiatif menyueun road map reformaai birokra:si, yang pada tahap 
awal difolcuskan pada area perubahan Kelernbagaan dan Sumber Daya 
Manusia Aparatur. Perubahan pada kedua area ini pada w]irannya 
dihara.pkan akan menjadi pengung)dt (levemge) terjadinya perubahan 
pa.Ila area-area yang lam. 



Mekanisme dan tahapan dalain penyusunan road map ini 
sepenuhnya be1p«lon1an Pei-aluran Menten Pendayagunaan Aparatur 
NP.gl'lra dan Reformasi Birokrasi Nomor 37 Tahun 2013 tentang 
Pedoman Penyusunan Road map Refonnasi Birokrasi Pemerintah 
Daerah. Langkah awal yang harus ditempuh menurut Peraturan 
Menteri dimaksud adalah dengan melakukan assessment terhadap 
kondisi organiaa.si Mat ini, yang disusul dcngan mengidenlifibl$i 
berhagai permasalahan himkra!li yang memberibm pengaruh pada 
pencapaian kinerja organisasi, kemudian mengidentiflkasi berbagai 
pencapaian kinerja dan faktor yang menjadi kunci keberhasilan. 

Refonnasi Birokra9i merupakan suatu upaya merevisi dan membangun 
reguJasi, memodemkan berbagai kebijakan dan praktek manajemen 
pemcrintah pu:sat dan daerah, wenye~uaikan tugas fungsi instansi 
Jlf'!mP.rintah dengan paradigma dan peran baru. Refonnsi Birolaa.si 
dapat diartikan juga dengan menat.a ulang proses birokrasi dari tingkat 
tertinggi hingga. t.erendah dan mela.kukan terobosan baru dengan 
iangkah-Jangkah bertahap, lmnglait, reaJisti.s, sungguh-sungguh, 
be:rpikir diluar kehfosaan.jrutinitas yang ada., peruba.han paradigma 
dengan upaya yang lua.r biasa. 

Peran pemerintah da.erah dalam mendukung keberhaeihm 
reformasi birokrasi nasional sangatlah strategis, yaitu dengan turut 
menjadi pelaku reformasi birokrasi, dengan adanya roadmap sebagai 
manifestasi kesiapan menjalankan rerormasi birolaasi. Dengan 
pertimbangan tcrsebut, maka, Pemerintah Kabupaten Pc.ui.gsewu 
berinisiatif menyusun mad map reformasi birokrasi, yang difokuskan 
pada 9 (sembilan) program Reformasi Birokrasi yaitu: 

l. manajemen -perubahan; 

2. pen.i1t.A.11n peraturan perundans--undangan; 

3. penataan dan penguatan organiso.si; 

4. penataan tatalaksana; 

5. penataan slstem manajemen sumber daya manusia aparatur; 

6. penguatan pengawasan; 

7. penguatan akuntabilitas kinerja; 

8. peningka.tan kualitas pelayanan publik; 

9. monitoring, evaluasi dan pen_gendaJian 

Terkait dengan hal tersebut di atas, maka komitmen Pemerintah 
Kabupaten Pringsewu dalam mewujudkan clan menempatkan refonnasi 
birokrasi sebagai agenda prioritas, dituangkan dalam dokumen road 
mQ/.J refonrutSi bin.lkraai yang diharapkan dapat mendukung akselerasi 
pencapaian visi1 dan misi Pemerintah Ko.bupaten PringscYo'U yang 
tertuang dalam rencana pembangunan jangka menengah maupun 
jangka panjang. 

Rood Jfap Reformasi Birokrasi Kabupaten Pring8eWU ini meru:pakan 
bentuk oprasionalisasi yang menggambarkan rencana rinci reformasi 
birokrasi dari satu tahap ke tahapan lain selama 5 (liIDa) tahun dengan 
aasaran per tahun yang jelas, olch karenanya ~ tahun pectama 
akan menjadi dasar ba&i sasaran tahun berikutnya, dP.miki.an 
seterusnya. 



Berdasarkan realita empms, embrio reformasi birokrasi 
sebelumnya. telah dilakMnakan oleh Pemerintah Kabupaten Pringsewu 
melalui program da.n kegiatan yang dituanglam dalam dokumen 
perencanaan daerah satu tahun (RKPDI maupun Ii.ma tahunan 
(RPJMD). 

Dokumen Road Map Reformasi Birokrasi Kabupaten Pringsewu ini, 
diharapkan dapat mendukung akselerasi te1WUjudnya Pemerintah 
Kabupaten Pringsewu yang profi:l:lfonal, dengan karakteristik adaptif, 
berintegritas, berkinerja tinggi, bebas dan bersih korupgi kolusi dan 
nepotisme (KKN), mampu melavani publik. netral, sejahtera, 
berdedikasi, memegang teguh nilai nilai dasar dan kode etik aparatur 
negara. 

Program utama yang dilakukan pemerintah dengan membangun 
i:l.(»Ulltur negara melalui penerapan reforma.sl bfrokrasl 2014-2018 yang 
sebagaimana ditetapkan dengan Peraturan Presiden Nomor 81 Tnhun 
20 IO dan Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan 
Refo17118si Birokrasi Nomor Nomor 20 Tahun 2010 tentang Road Map 
l<efonnasi .l::lirokrasi 2010-2014, terdapat 8 (delapan) area perubahan 
rcformasi birokras yaitu: 

1. urgl:lllii:iasi, basil YllnS dihaiapkan "organfaasi yang tepat fungsi clan 
tepat ukuran (right~)"; 

2. ta.taJak15a,na., basil yang diharapkau "sistem, proses d1,1r1 pru~ur 
kerja yang j~l9s, efelctif, efisien, terukur dan sesuai dengan prinsip­
prinsip good governance"; 

3. peraturan perundang-undangan, basil yang diharapkan 'regulasi 
yang lebih tertib tidak tumpang tindih dan kondusif"; 

4. sumber daya manusia aparatur, basil yang diharapkan "$umber 
Daya Manusia Aparatur yang berintegritas, netral, kompeten, 
professional, berkinerja tinggi dan sejahtera"; 

5. pengawasan, hasil yang cliharapkan •meningkatnya penyelenggaraan 
pemerintahan yang ~ih dan bebas Kolusi Korupsi dan Nepotisme~. 

6. akuntabilitas, basil yang dfilarapkan -meningkatnya kapasitas clan 
akuntabilita.e kinerja birokrasi"; 

7. pelayanan pu l.Jlik, hw.il yang diharapkan "pelayanan prlma sesuai 
kebutuhan dan harapan masyarakat"; 

8. pol.a pikir (mind-set) dan budaya kerja (culture---iJ, ba&il yang 
dih.arapkan "birokrasi dengsm fategritas dan kinerja yang tinggi". 

E. PenJ1asale1'an 

Dalnm p,,leksan'lan rcfonnasi birokrasi di lingkungan Pemerintah 
Kabupaten Pringsewu msisih temapat beberapa pennasalahan dalam 
penyelenggaraan pemerintahan, antara lain: 
1. Manajemen Perubahan 

Birokrasi saat ini masih belum diselenggarakan secara optimal, 
masih kurang responsif, masih kurang informatif, masih kurang 
accesible, masib kurang terbuka, serta masih kurang efisien; 
Kundisi saat ini perlu adanya pembenahan terhadap beberapa hal 
terkait dengan penataan, seperti arganisa.si, tatalaksana clan 



sumber daya manusia dalam reformasi birokrasi akan ditingkatkan 
dalani rangka mcnciptakan perubahan yang diharapkan; 

Manajemen perubahan merupakan saiah satu program yang 
disusun oleh Pemerintah Kabupatcn Pringacwu daJam 
mengkomunikasikan dan mensosialisasikan perubahan-perubahan 
dimaksud. 

2. Penataan Peraturan Perundang-undangan 

Telah tertatanya peraturan perundang-undangan yang diterhitkan 
tetapi belum tersedianya peta peraturan perundang-undangan yang 
diterbitkan oleh Pemerintah Kabupaten Pringsewu selain itu masih 
adanya pe1·aturw1 perundang-undangan yang kadaJuarsa dan maslh 
sering tt.rjadi i.mplementa!li peraturan perundang-undangan yang 
ada. tidak sesuai dengan hara.pan; 

3. Penataan dan Pengua.tan OrganiSAsi 

Sementara itu dalam Penataan dan Penguatan Orsanisasi masih 
adanya beberapa masaJah yang diha.dapi, antara lain: Potensi 
tumpang tindih dan duplikasi tugas dan fungai cliantara beberapa 
OPD di lingkungan .l'emerintah Kabupaten Pringsewu, adanya multi 
tafsir dalam pena.taan kelembagaan yang belum mencer:mi11kan 
kehutuhsin riil dari 'kelemhagean yang seharurmya dibentuk. Hal ini 
diperparah dengan a.d.anya inteJVensi peraturan-perundangan dan 
kebijakan pemerintah pusat dalam pembentukan kelembagaan 
pemerintBh daerah, yang sertnglra]i tidak sesuai dengan kebutuhan 
daerah dan membebani keuangen dacrah, di&tribusi beban kerja 
yang tidak seimbang antar OPD serta dis-orientasi untuk jabatan 
fungsional; 

4. Penataan Ketatalaksanaan 

Penataan k:eta.talaksanaan belum seluruhnya OPD menyusun 
StBndar Operasional Prosedur (SOP) dan belum dikembangkannya 
e-govemment di lingkungan Pemerintah Kabupaten Pringsewu, baru 
diterapkan pengelulaan data pengawai berdasarkan SIMPEG, 
pengelolaan keuangan beniasarkan program. SIAK-SKPD, dan belum 
optimalnya situs web Kabupaten Pringsewu; 

5. Penataan Sistem Manajemen SOM Api:ir:dur 

a. Sumber Daya Manusia. (SDM) Aparatur di Linglrungan 
Pemerintah Kabupaten Pringsewu secara kuantitas dan kualitas 
belum mi-madai, masih terdapat kesenjangan antara kualiflkasi 
dan kompetensi dengan kebutuhan organisasi; 

b. belum akuratnya penempatan pegawai sesuai dengan 
luxnpetensinya, serta. belum efekdfnya sistem pengelolaan 
kepegawaian berdasarlam kinerja; 

c. pcnnasalahan lainnya terkait dengan data/infonnasi 
kepegawaian, maRih ren,fahnya tingkat keakuratan, 
kemutakhiran, keterpaduan dan pemanfaa.tannya secara 
terpadu; 

d. dimensi penataan sistem manajemen sumber daya manusia 
aparatur di lingkungan Pemerintah Kabupaten Pringsewu 
tcrdapat m.a.salah yang cukup komplek8, Len1tama pada tahapan 
msinAjP.mP.n kepegawaian, a.da 3 (tiga.J masalah utama, yaitu 



permasalahan yang terkait dengan mutasi, penempatan, serta 
reward and puni.shmerit, eelain itu masih rendahnya kine1ja 
Sumber Daya Manusia Aparatur di lingkup Pemerintah 
Kabupaten Pringst!"'u dan belum berorientasi pada peningkatan 
kinerja. 

6. Penguats.n Pengawasan 

Sampai dengan saat ini sistem pengawasan di lingkungan 
Pemerintah Kabupaten Pringsewu sudah cukup berjalan, namun 
perlu lebih dioptimalkan. Penera.pan Sistem Pengendalian Intern 
Pemerintah (SPIPl sudah efektif ka1"Clla Kabupaten Prin85eWU 
mendapat Predi.ka.t maturitas 4, Laporan Keusmgan PP.merintl\h 
Kabupaten Pringsewu selama 2 (dua) tahun terakhir ini telah 
memperoleh opini Wajar Tanpa Pengecualian (WTPI dari Badan 
Pemerik1:11:1. Keuangan; 

Opini merupakan pemyataan pmfesional pemeriksa mengenai 
kewajaran informasi keuangan yang diajikan dalam laporan 
keuangsm did.A=rkan pada kriteria (aJ keselluaian dengan standar 
akuntansi pemerintah (bl kecuk:upan pengungkapan (adequate 
disclosures), (c) kepatuhan terhadap peraturan perundang­
undangan (d) efektivitas sistem pengendaUan intern; 

Dengan kriteria Wajar Tanpa Pengecualian (WTP), harus 
dipertahankan terutania. dalam penggunaan keuangan neganL yKiig 

bersifAt mAterial yang kemungkinan menyimpang dari sta.ndar 
akuntansi pemerintahan dan peraturan perundang-undanf,811 Y&JlR 
berlaku. 

7. Penguatan Akuntabilitas Kinerja 

Berdasa.rkan hasil evalua.si akuntabilitas kinerja pemerintah yang 
dilakukan oleh Kementerian Pendayagunaan Aparatur Negara dan 
Reformasi Birokrasi terhadap evaluasi atas penerapan Akuntabilitas 
Kinerja Instnnei Pemeritoh (AKIP) dan pcncapaian organisa.si dan 
penyusunan pemeringkatan basil evaluasi pP.merintah pusat clan 
d.a.erah, Kabupaten Pringsewu masih mend.a.patkan nilai yang cukup 
yaitu C dengan interpretasi cukup, masih adanya perbaikan dan 
pe111bahan yang S8llgl,Ll .u1.entl.iusar, 1:1ehingga perlu kerja keras dari 
leading sektor terkait yang berhubungan dengan penyusunan 
RPJMD/Renstra SKPD, lndi.ka.toc Kinerja Utama (Hill), Peneta.pan 
Kinerja (PK), Rencana Kinerja Tahunan (RKT), Laporan akuntabilitas 
Kinerja. Instansi Pemerintah (LAKIPI yang harus segera dibenahi 
schingga a.kuntablitas kinerja Pemerintah Kabupaten Pringsewu 
akan lebih me11ingkat di tahun-tahun yang akan cl.a.tang; 

8. Pe:ningketan Kualitas Pelayanan Publik 

Berda~rkan supervi.s1 dari Pemel'intah Provi11si Lan1pung 
ditr.muk.11n bsl~ Pemerintah Kabupaten Pringsewu ma.sill ~rdapat 
kekurangan dalam kualitas pelayanan publik, clan kompetensi 
aparat pemerintah yang kurang cakap dalam memberikan 
pelayanan publlk, selain itu masih rendahnya penerapan SPM dan 
partisips.ai masyarakat dalam pemyenan publik di lingkup 
Pemerintah Kabupaten Pringsewu; 



\#. Monitoring, Evaluasi dan PengendaJian 

Kegiatan monitoring, evaluasi dan pengendalian yang dilaksanakan 
oleh masing-masing Organisasi Perangkat Daerah sampai dengan 
saat ini masih belum dilihnt sebe.gaimana fungsinya dan dilakukan 
hanya sebatas memenuhi sikJus perencanaan, pen~ndali.An dan 
monitoring program. Sedangkan dalam pelaksanaan Monitoring dan 
Evaluasi Pelaksanaan Reformasi sudah dipersiapkan design 
JH.pord.Dnya akan tetapi terhambat dalam pengolahan data yang 
berasaJ dari OPD yang memiliki program Refonnasi Birokrruli; 

Nilai Gambaran di ata.a mencerminkan lrondisi birokrasi di 
linglrungan Pemerint.Bh Ksihupaten Pringsewu saat iru perlu percepatan 
pelaksanaan reformasi birokrasi dengan melakukan pembenahan 
terhadap 8 (delapan} area perubahan den 9 (sembilan) program 
n:fonr~ birukrasi. 

C. Upaya Mengatasi Pennasalahan 

Langkah-langkah pembenahan yang akan diJakukan adalah sebagai 
berikut: 

1. Manajemen Perubahan 

Manajemen perubahan daJam rangka reformasi birokrasi di 
lingkungan Pemerintah Kabupaten t'ringsewu dilakukan melalui 
pembentukan Tim Manajcnicn Pcrubahan, penyu11unan atrategi 
manajemen perubahan dan stra.tegi komunikasi, !'lllrta sn~ialisa.si 
tentang reformasi birokrasi dan intemalisasi budaya kerja sesuai 
dengan tata nilai aparatur pemerintah, serta meningkatkan kinerja 
Tim Refonna.si Birulmi.~ untuk mewujudkan percepatan reforma.si 
birokrasi di lingkungan Pemerintah Kabupaten Pringsewu; 

2. Penataan Peraturan l"erundan~undangan 

Penataan perd.turan perundang-undangan di lingkungan 
pemerintah Kabupaten Pringeewu dilalc:ukan mekl.lui pemeto.an 
peraturan perundang-undangan yang mengacu kepada pera.turan 
perundang-undangan yang berlaku, menyusun rancangan 
peraturan perundang-undangan dengan mebbatkan seluruh 
peinangku kepentingan dan we11yu~11-1n rancangan peraturan 
perundang-undangan untuk m .. ngakownodasi kebijakan pemerintah 
yang a.da di .Kabupaten Pringsewu; 

3. Penataan den Penguatan Organisasi 

Dari pP.rspektif penataan dan penguatan organisasi, perlu 
dilaksanakan restrukturisasi OPD serta penataan kewenanRWl OPD 
dan fungsi unit kerja dalarn rangka pencapaian visi dan misi 
berdasarkan basil evaluasi kelembagaan dan berdasarkan 
perubahan pera.tumn perundang-undangan yang mengatur tcntang 
perangkat daerah yaitu perubahan Pera.turan Pemerintah Nomor 41 
Tahun 2007 tentang Organisasi Perangkat Daerah; 

4. Penat:aan Ketatalaksanaan 

Penataan tataJaksana di lingkungan Pemerintah Ka.bupaten 
Pringsewu dilakukan dengan melaksanakan pembenahan proses, 
simplifikasi, dan integrasi prosedur, serta pembangunan e­
govemment de11~1 membeniayagunakan Teknologi Informasi dan 
Komunikasi (TII<). Dalam melaksanakan pembenahan tcrhadap 



keratalaksanaan seluruh Organisasi l'erangkat L>aerah, perlu 
dilakuk.:m penyusurum Standar Opcrsional Proscdur (SOP) dan 
pencapaian target penerapan Stander Pela.yanan Minimal [SPM) 
sert.a daJarn pengembangan e-govemment perlu ditingkatkan 
penggunaan/pemanfaatan telmologi informasi baik daJam 
perkantoran (e-o.Qioe), pe-1eucanaa11 (e-plan,ung), peng.t1iggu-.m (e­
budgetting}, pengadaan barang dan jasa (e-procurement) maupun 
peningkatan ldnerja (e-pe,fonnancE4; 

5. Penataan Sistem Manajemen SDM Aparatur 

Penataan 8:isf P.m mAnajemen Sumber Daya Manausia (SDM) 
aparatur di lingkungan Pemerintah Kabupaten Pringsewu dilakukan 
melalui langkah-langkah: 

a. peningkatan kompetensi dan profesionalisme sumber daya 
manusia aparatur; 

b. peningkatan akuntabilitas clan transparansi pengeloJaan sumber 
daya manusia aparatur; 

c. peningkatan di.siplin dan kinerja sumber daya manusia 
aparatur; dan 

d. peningkatan kesejahteraan sumber daya manusia aparatur 
serta pemberian rewa7d dan punishment terh.a.d.ap aparatur di 
lingkungan pemerintah Kabupaten Pringsewu. 

Selain itu dalam melaksanakan peningkatan kualitas sumber daya 
manusia, dimulai dengan perekrutan CPNS yang didasarkan dengan 
penghitungan kebutuhan pegawai yang disertai dengan Analisis 
Jabatan, Analisis Oeban Kerja dan Penghitungan Kebutuha.1 PNS 
benlasa.rkan PP.rah1mn Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara 
dan Reformasi Birokrasi Nomor 26 Tahun 2011 tentang Pedoman 
Perhitnngan Jumlah Kebutuhan PNS untuk Daerah, melaksanakan 
-ialit;;asi standar kompetensi jabatan dilanjutkan dengan 
penyusunan standar kompetensi jaba.tan, evaluasi jabatan, eerta 
meningkatkan sumber da,ya manusia dengan mengikutsertakan 
pendidikan dan pelatihan struktural, diklat telmis, serta 
memberikan bantuan untuk J:>NS yang mengikuti jenjang 
pendidikan S2 a.tau S3 dan lain-lirin yang bertujuan untuk 
meningkatkan kualitas SDM apa.ra.tur. 

6. Penguatan Pengawasan 

Pengus.tan pcngawasan di lingkungan Pemerintah .Kabupaten 
Pringsewu dilakukan melalui: 

a. penguatan peran Inspektorat dRlam pengendalian Sistem 
Pengendalian [ntem Pemerintah (SPIPI dan penguatan jabatan 
fungsional auditor; 

b. penguatan peran [nspektorat diharapkan dapat meningkatkan 
akuntabihtas pe.laksanaan program satuan k.erja, sedangkan 
pcnguatan jabatan fungsional auditor diha.rapkan dapat 
meningkatkan integritas di:1n kP.pf'!Tr..ayaan .<d:nlceht,lder terhadap 
profesi auditor. 

Untuk meningkatkan penJtawasan dalam penyelenggaraan 
pemerintahan, pembangunan clan kemasyarakatan yang 
r:lilaksanakan oleh Inspektorat dalam melaksanakan pengawasan 



terhadap laporan pertanggungjawaban keuangan seluruh 
Organisasi Perangkat Daerah tedlll.di:jip itnggaran yang digunakan 
oleh OPD diharapkan sesuai dengaJ"O angsaran yang berbasis kinerja 
(pe,formance for budgeting), dengan tujuan opini BPK terhada.p 
pertanggungjawaban keuangan Pemerintah Kabupaten Pringsewu 
WTP (WajarTanpa Pengecualian) dipertahankan. 

7. Penguatan Akuntabilitas Kinerja 

Penguatan akuntabilitas kinerja di lingkungan Pemerinlllh 
Kabupaten Pringsewu dilakukan me1a1Ui penyempumaan Rencana 
Strategie (Renstra) unit kcrja, penyusunan RenC&la Kerja Tahunan 
(RKT) yang mengacu pada RPJMD, penyusunan Pf!netapan Kinerja 
(PK) di lingkungan unit kerja yang mengacu pada RPJMD, RKT, dan 
IKU Pemerintah I<abupaten yang telah ditetapkan, penyempumaan 
penyaj.ian .i.Iifunna.& kinerja dalam LAKIP unit kerja, peningk.at.an 
lcapasitas SDM dalam. bidang akuntabilitas dan mruiajemen kincrja 
di seluruh jajaran aparatur Pemerintah Kabupat.en Pringsewu untuk 
mempercepat terwujudnya pemerintah yang berkinerja dan 
akunmbel; 

Dalam mel.a.ksanakan penerapan Sistem Pengendalian Intern 
Pemednlah ($PIP) dengan meningkatkan peran Pengawasan Intern 
Pemerintah (APIPl, dan melabanakan Sisteni Pengendnlion Intern 
Pemerintah (SPIP) untuk membenahi sistem perencanaen, 
pengawasan, pertanggungjawa.ban sehingga akuntabilitas kinerja 
OPD dapat terus meningkat kinerjanya dan pada akhirnya harapan 
untuk mcmperoleh pt>nilaian atas Akuntabilitas Kin~ja In~ta.nsi 
Pemerintah dapat mP..ninglmt ditahun-t:ahun berilrutnya., yang 
semula hanya memperoleh Nilai C akan menjadi CC, B dan mudah­
mud.ahan dapat tercapai target nilai A. 

8. Peningkatan Pelayanan Publik 

a. pelayanan publi.k di Hngkungan pemerintah Kabupaten 
Pringse\\11 saat ini masih belum memuaskan masyarakat, maka 
melalui reformast birokrasi, diharapkan kualitas pelayanan 
publik menjadi lebih baik, lebih ocpat, lcbih murah, lebih 
mudah, dan aman; 

b. stand11ri~Ri pelayanan di ~mua unit organisasi dengan 
p:rosedur dan standar pelayanan publik yang jelas, transparan 
dan dapat dia.kses dengan mud.ah oleh ma.syarakat merupakan 
langkah yang akan mendorong perbaikan peJayanan publik; 

c. indikator .lainnya meningkatkan kepuasan masyarakat atas 
layanan yang dibedkan oleh Organisasi Perangkat Daerah (OPD) 
yang memberikan pelayanan publik langaung kepa.da 
masyarakat seperti Dinas Penanaman Modal dan Pel~vanan 
Terpadu Satu Pintu, dan pelayanan kesehatan oleh RSUD 
.Pringsewu, sehingga terjadinya peningkat.an kualitas pelayanan 
publik dan investasi di Kabupatcn Pringsewu; 

d. in<likator kinerja ~giata.n ini ada,dah; 

( l) terim.plementa.sinya penggunaan stalldar pelayanan dalam 
pelaya.nnn pu blik; 



(21 terimplementasinya penggunaan SPM; 

(3) peningkatan partisipasi masyarakat dawn penyelenggaraan 
pelayanan publlk. 

9. Monitoring, Evaluasi dan Pengel"ldalian 

Dalam rangka menjamin terca.pai dan terJalcsananya rencana 
Reforma.si Birolaasi, pelaksana.an monitoring, evaluasi dan 
pengendalian perlu dilnksanakan terhe.dap pclaksanaan rcforma.si 
birokrasi dan perlu disusun laporan hasil monitoring dan evalua.si 
atas pelaksanaa.n reformasi birokrasi di lingkungan Pemerintah 
Kabupaten .Pringsewu sesuai dengan jad,1,al dan ketentuan 
perundang-unda11gan yang bedu.u. 

Pelaksanaan reformasi birokrasi di Kabuparen .1-'ringsewu 
merupakan scbuah keharusan yang dilakukan dengan tujuan untuk 
memperbaiki birokasi dari waktu ke W11k1u -.hingga biroln-asi 
pemerint.ah Kabupaten Pringsewu memili.ki kemampuan untuk 
memberikan pelayanan yang berkulitas kepada masyarakat mengurangi 
pr.d<.tek KKN secara menyeluruh di semua unit kerja dan bidang kerja 
perneritahan daerah serta meningkatkan kinerjanya. 

Sebe.gai langkah awal dari pelak:sanaan rcfonnasi birokrruri di 
Kabupaten Pring.Y.WU, pP.rlu disusun Road Map Reformasi Birokasi. 
Road Mop Reformasi Birokrasi Pemerinblh Kabupaten Pringsewu 
merupakan rencana telmis dan detail mengenai perubahan birokrasi 
~werinUlh Kabupaten Pringsewu dalam kurun waktu lima tahun 
mendatang, dari tah11n 2017 - 2022. Tujuan pcnyusunan RMld Map 
Reformasi Birokasi Pemerintah Kabupaten Pringsewu adaJab unruk 
memberikan arahan mengenai perubahan yang ingin dilakukan untuk 
mencapai sasaran reformasi birolaasi, yait11: menciptakan birokrasi 
yang bersih dan bebas KKN, n1e.ningkatkan kualitas pelayanan publik 
dnn meningkatkan kapasitas dan akuntabilitas kinerja. 

Penyusunan Road Map Reforma19i Birokrasi Pcmcrintah 
Kabupaten Pringsewu dilakukan dengan memperhitJJngkan ha-rapan 
para pemangku kepentingan yang dipadukan dengan kemampuan 
pemerintah kabupaten dalam memenuhi keinginan dimaksud. Karena 
itu, Road Map Reformasi Birokrasi Pemerintah Kabuparen Pringsewu 
disusun dengan mengutamakan prioritas jangka pendek, jangkn 
menengah dan capajan yang dilakukan dalain jangka waktu lima tahun 
ke depan. Road Mop Reformasi Birokasi Pemerintah Kabupaten 
Prlngsewu bersifat dinamis, karena memberikan kemungkinan 
dilokukenya bcrbagai rencana dan pelaksanaan kegiatan yang 
dipandang strategis pada tahun-tahun pP.h1~n.aannya. 

Secara urnum Road Map Refonnasi Birokrasi Pemerintah 
Kabupaten Prin11:sewu berisi uraian mengenai gambaran kondisi 
Pemerintah Kabupa.ten Pringsewu saat ini, kondisi yang diharapkan 
dalam lima tahun mendatang, permasa.laha.n yang dihadapi serta 
agenda pelaksanaan refonnasi birokra~i dalam rangka mengatasi 
berbagai perma!IAIBhan yang dihadapi serta dalam rangka 
mewujudkan sa.saran refonnasi birokrasi. 



BAB II 
CAMDARAN BIROKRASI PEM.P;RINTAH DAt;KAH 

A. Gambaran UmumBirokr.a.si Pcmerintah Daerah 

Pemerintah Daercth Kabupaten Pringsewu pada dasarnya telah 
melakukan langkah-langkah perubahan untuk mewujudkan 
pemerintahan daerah yang bersih dan behAs l<KN, pelayanan yang 
berkualitas, maupun meningkatkan kapasitas clan akuntabilitas 
kinerja. Namun demikian, Jangkah-Jangkah yang dilakukan belum 
sepenuhnya diau8un d.iuam perencamum yang slstemis dan sinergi 
serta sesuai dengan kP.hun1han masyarakat. 

Untuk menentukan titik o.wal pcrubahan yang harus dilakukan, 
perlu terlebih dahulu diidentifikasi kondisi umum birokrasi saat ini di 
pemerintah Kabupaten Pringsewu. Jika dllihat dari sisi sasaran untuk 
mewujudkan pemerintah daerah yang bersih dan bebas Kolusi Korupsi 
dan Nepotisme, dapat diuraikan bei'bagai hal yang sudah dicapai oleh 
pemerintah Kabupatl!n Pringsewu, sebagai berikut: 

L Bad.an Pemeriksa. Keuangan telah membedl<.an upini Wajar Tanpa 
Pengecualian (WTP) kepada Pemerintah Kabupaten Pringgewu; 

2. Pemerintah Kabupaten Pringsewu juga 3Udah mulai menerapbn 
Sistem Pengendalian Intern Pemerintah ($PIP), yang Akan terus 
dikembangkan. 

Dalam kaitan dengan sasaran refonnasi birokrasi mengenai 
peningkatan kualitas pelayanan publik berbagai hal yang sudah dicapai 
oleh f'emerintah Kabupaten Pringsewu dapat diumikan sebagai berikut: 

L pembuatan Kartu Keluarga (KKJ dan Kartu Tanda Penduduk (KTPJ 
gratis kepa.da pcnduduk; 

2. Pemcrintah Kabupaten Pringsewu juga sudah menerapkan sistem 
lmrh1 Indonesia Sehat (KIS) bagi penduduk yang memiliki KTP 
Kabupaten Prini:i:sewu; 

3. sudah terdapat 13 PlntkP-~mas dan 1 <-tuJ Rumah Sakit Da.eroh. 

Sementara dalam kaitan dengan peningkatan kapi:lfilutS dan 
akuntabilitas kinerja, berbagai hal yang sudah dv-.apai oleh Pernerintah 
Kabupaten Pringsewu dapat diuntikan sebagai berikut: 

l. dalam kaitan dengan penerapan Sistem Akuntabilitas KinP.rja 
Jnstansi Pemerintah (SAKIP), Pemerintah Kabupaten Pringsewu 
memperoleh nilai kategori C dan berupaya tahun ini agar naik 
menjadi kategori CC bahhan bcrjuang agar terus meni11gkat menjadi 
kategori B, kategori BB hingga KAtegori A; 

2. penerapan teknologi informasi di Kabupaten Pringsewujuga dimulai 
dengan pengembangan e-gu-mment. Secara spesifik juga telah 
dikemrutngkan e-audit untuk mendukung pcngelolaan keuanga11 
yang lebih akuntabel. 

Berbagai hal yang sudah rticArai terus dipelihara bahkan ditingkatkan, 
sehingga dari tahun ketahun masyarakat akan terus merasakan 
perbaikan dari kinerja Pemerintah Kabupaten Pringsewu. 



B. Kebutuhan/Harapan Pemangku Kepentingan 

Sebagai langkah awal untuk menentukan titik dimulainya 
pelaksanaai:1 ~funmusi bimkr-ctsi yang lebih sistematik dan sinergi, 
Pemerintah Kabupaten Pringsewu telah melakukan ups.ya identifikatli 
harapan masyarakat. Tu.iuan dari identifi.kasi hmapan-hara.pan 
pemangku kepentingan adalah agar reformasi birokasi betfokus pada 
kebutuhan pemangku kepentingan. Ualam kaitan dangan sasaran 
pertama rcformaei birokrasi, mcwujud.kan pemerintah daerah yang 
bersih dan bebas Koluai Knrupsi c-lJ:Jn Nepotisme, harapan-hai-apan 
pemangku kepentingan antara lain: 

1. integritas dan profesionalisme pegawai negeri. Harapan ini 
memberikan indikasi bahwa masyarakat sangat mendambakan para 
birolaat yang jujur, penuh pengabdian dan memiliki komperensi 
yang diperlukan dalam memberikan pelayanan; 

2. pemm1pin daerah, termasuk para pejabat di lingkungan pemerintah 
Kabupaten Pringeewu dihmnpkrul &i.pot menjo.di temdan dale.m 
berbagai tindakan atau bahkan menjadi penggerak penyelenggara 
pemerin1Bh yang bersih dan bebas Kolusi Korupsi dan Nepotisme; 

3. dari pihak pemangku kepentingan intenal pemerintah Kabupaten 
Pringsewu, umumnya mengharapkall adanya peningkatan 
kesejahteraan pegawai negeri sebagai hegian dart upaya mengurangi 
atau menghilnngluin tindakmi tindeken yang terkait dengan Kolusi 
Korupsi dan Nepotisme. 

Harapan peinangku kepentingan terkait dengan peningkatan kualitas 
pelayanan antara lain: 

l. peningkatan fasilitas umum dan sosial di herbagai lok.RRi tP.rutama 
di daerah/wilayah pinggiran atau terpencil; 

2. -perubahan budaya melayani di seluruh level unit pelayanan atau 
bahkan pada seluruh SKPD. Seluruh jajaran pejaba.t di.harapkan 
dapat menerapkan budaya yang mengutamakan kebutuhan 
masyarakat dalam melaksanakan tugeuinya; 

3. penegakan reward dan punishment sec.am tegas untuk mendukung 
upaya peningkatan kualitae pela.yanan. Pemberian reward bngi unit 
peJa.yanan yang menunjukkan kinerja pelayanan yang baik 
terhadap masyarakat, dan memberikan hukuman yang proporsional 
kepada pejabat yang memimpin unit pelayanan jika tidak dapat 
memberikan pclayanan yang baik kepada masyarakat; 

4. memberikan perhatian kepada mereka yang berkebutuhan khusus 
dalam pemberian pela.yonan. 

Ilarapan pema.ngku kepentingan terkait dengan peningkat.an bpasi.!Ks 
dan Aknnt.Rbilitas lcinerja adaJah sebagai berikut: 

l. da.ri pemangku kepentingon internal pemerintah daerah hara.pan 
yang diungkap antara lain: 

.A) Pemerintah Kabupaten Pringsewu memiliki potensi untuk 
memperoleh nilai akuntabilitas sampai pada kate_gori nilai A; 

b) penerapan sistem penilaian kinerja yang betul-betul 
memperhatikan kinerja sebagai bahan pertimbangan dalam 
memberikan reward dan punishment bagi pegawai. Pegawai yang 



memiliki kinerja lebih baik dari pegawai lamnya harus diberikan 
penghargaan yang lcbih schingga memot:rrasi pegawai untuk 
beker.ia lebih baik; 

c) tidak terdapat duplikasi tugas dan fungsi dalam 
penyelenggaraan pemerintah daerah sehingga sumber-sumber 
dapat diperguna.kan secara efisien dan efekti;. 

d) penempatan jabatan dilakukan sesuai dengan standar 
kompetensi dan peraturan yang berlaku. 

2. Peningkatan keterbukaan infonna.si kepada publik, sehingga dapat 
peningka.tkan akuntabilibls berbagai penyelenggaraan pemerintah 
di Kabupaten Pringsewu. 

3. Penerapan slstem pelayanan yang lebih akuntabel, dilibat dari 
k~elaoon biayn proses, progros, kepastian hukum dan pctugae yang 
melayani. 

C.. Permasalahan Birokrasi Pemerintah D=rah 

Meskipun sudsh banyak hal yang dicapai, n1U11un dMXlikian masih 
banyak hal yang masih menjadi permasalahan. Dalam kaitan dengan 
upaya mewujudkan pemerintahan yang bersih dan bebas KKN, 
berbagai pennasalahan yang maSJb dihadapi antara lain: 

l. pola pikir dan pemahaman para pegawai tentang peran penting 
penyelenggaraan pemerintah daerah yang bersih dan bebas KKN 
sebagai salah satu faktor yang mcnjadi pilar untuk mewujudkan 
kepemerintahan yang baik; 

2. para pejabat umumnya belum de.pat memberikan contoh yang 
dapat menjadi teladan dalam praktek sehari-hari penyelenggaraan 
pemerintahan yang bersih dan bebas KKN sesuai dengan bidang 
tugasnya; 

3. penegakan hukum yang masih lemah terha.dap pegawai atau 
pejabat yang melakUkan tindakan KK:N, sehingga tidak 
menimbulkan efek jera; 

4. di lain pihak merekayang 01ewiliki pn:~ta~ tiditk diberikan reward 
yang dapat memotivasi. se-mua pegawai at.au pejabat untuk 
melakukan hal-hal yang lebih baik; 

5. salah satu aspek ketidakjela.san mengenai reward dan punishment 
adalah karena mekanisme yang ada belum secara optimal 
dilaksanakan. 

Dalam kaitan dengan peningkatan kualitas pelayanan, berbagai 
masalah yang ma.sih ctihadapi antara Jain: 

1. rendahnya kualitas pelayanan pada sektor-sektor pelayanan dasar 
pemerintahan menyebabkan tingginya keluhan masyarakat 
teThadap pelayanan publik di Kabupaten Pringsewu; 

2. pela.yanan di K:abupaten Pringsewu juga dipandang berbelit-belit 
Will memekAn walctu yAng lam.l'l; 

3. dalam kaiuan dengan pelayanan pendidikan, diBaIDping kuantitae 
yang masih kurang, kualitas guru juga dipandang masih belum 
sesuai dengan kebutuhan. 



Sementara dalam kaitan dengan peningkatan ka.pasitas dan 
akuntabilitas kinerja, peinasa]ahan yang masih dihadapi antara lain: 

l. efisiensi penggunaan anggaran untuk seluruh kegiatan yang 
dilllkukrut mnsih perlu ditinglmtkan dan proeentaue anggaran 
belania aparatur lebih besar dibandingkan dengan belanja publik; 

2. efisiensi terkait juga dengan kelemahan pem@rintah daerah yang 
belum sesuai dengan kebutuhan peiaksanaan tugas dan fungsi; 

3. penempatan pegawai belum dilakukan secara lransparan sehingga 
menimbulkan kemungkinan tindakan penyimpangan yang 
bera.kibat pa.da penempatan pegawai yang tidak sesuai dengan 
kebutuhan unit kerja; 

4. disiplin pegawai ma.sill rendah; 

5. pelaksanaan pakta integritas terkait dengan janji pelayanan belum 
sepenuhnya dfjalankan dengan balk. 



BAE Ill 
AGENDA REFORMASI BIROKRASI PEMERJNTAII DAERAH 

A. Fokus Perubahan Reformasi Birokraai 

Sesuai dengan kondisi umum sebagi:iimana diuraikan pada ba.b 
eebelumnya, reformasi. birokrasi di Pemerintah Kabupaten Prin_gsewu 
difokuskan pada empat fokus perubahan sebagai berikut: 

1. Priorit.as Pembenahan Manajemen Penerint.ahan Daerah 

Prioritas ini fokus perubahan yang menjadi prioritas daerah terkait 
dengan area reformasi biro.krasi. .ol\rea perubahan yang menjadi 
prioritas llntuk diperbaiki me1alul reformasi birokrasi meliputi: 
a. Sumber Daya Manusia 

Berbagai permasalahan dalam area ini ant:ara lain: 

1) umumnya pegawai belum memilih kompetensi yang 
mendukung pe.laksana.an tugas dan fungsi organisasi 
scbingga ma.mpu mengha:silkan kinerja yang tinggi; 

2) pcngangkatan jabat.an struktural juga pacla umumnya belum 
dilakukan sesuai dengan standar kornpetcnsi dan 
-persyaratan jabatan; 

3) pemerint.ah naerah Kabupaten Pringsewu juga bclum 
menerapkan sistem pola karier pegawai yang memberiksm 
kepastian dan kejt-lasan mengenai karir yang akan ditempuh 
oleh seorarg pegawai; 

4) manajemen kinerja pegawai belum sepenuhnya diterapkan; 

5) para pemimpin/pejabat umumnya belum dapat memberikan 
contoh kepemimpinan teladan kepada bawahannya. 

b. Pengawasan 

Berbagai permasalahan dalam area ini antara Iain: 

l) secara kuantitas dan kualitas aparat penga.was di 
Pemerintah Kabupaten Pringsewu masih sangat kurang 
terlebih .lagi untuk mendUlrung opini WTP serta resiko 
terjadinya penyimpangan sejak dari perencanaan; 

2) m.cskipun SPIP sudah mulai dit.erapkan tetapi penerapannya 
belum sepenuhnya maksimal; 

3) tunjangan yang diberikan kcpada aparat pengawas masih 
rendah sehingga lidak memberikan day.11 tsirik bagi pegawai 
untuk mengembangkan karier di jabatan ini; 

4) belum terdapat SOP yang baku dalam pelaksanaan 
pengawasan. 

c. Tatalaksana 

Berbagai permasalahan dalam area ini antara lain: 

a) mekanisme koon:linasi yang 1.emah antara OPD dan unit 
kerja dimasing-masing OPD, menyebabkan timbulnya 



berbagai tumpang tindih pelaksanaan kegiatan yang 
'1-w.rakibat pada in-efisiensi; 

b) meskipun sudah ditetapkan lloistem e-audtt dalam 
pengawasan, tetapi Jlf'!ngguna.an teknologi informllili belum 
sepenuhnya memberikan dukun_gan yang efektif pada 
bidang-bidang lainnya seperti percepatan pelayanan kepada 
nlB.syiu-dkat, kererbllkaan informasi publik dan otomasi 
proses pelakeanllllll tugas dan fungsi; 

c) bclum ada snmdarisasi berhagai rasilttas k:erja dan kantor 
untuk mendorong efisiensi. 

2. Prioritas yang harus terus dipclihara 

Sclain mengarahkan unluk menghilangkan berbagai pennasalahan 
birokmsi, reformasi birokrasi juga ditujubn untuk 
mengembangkan dan memperbaharui berbagai hal yang sud.ah 
baik. Fokus pemeliharaan terhadap hal-hal yang sudah bmk 
meliputi antara Iain: 

a) mempertahankan opini WTP dari BPK; 

b) pemenuhan kewajiban bagi Pimpinan untuk menyerahkan 
Laporan Harta K.ekayaan Pejabat Negara (LHKPN); 

c) penyediaan sarana pengaduan untuk penyampaian informasi 
i.mlib.si cerjacUnya Kolusi Korupsi dan Nepotisme (KKN); 

d) pendidikan gratis sampai tingkat SLTA; 

e) peningkatan kapasit:as guru; 

f} saluran internet disejumlah tempat; 

g) sistem integrasi layanan KIS; 

h) pelayanan keseharan prima; 

i) nilai akuntabilitas kinerja kategori B; 

j) penerapan e-audit. 

3. Prioritas yang terkait dengan peningkatan lrualitas pela.yanan 

Prioritas ini menyangkut 2 (dua) fokus, yaitu: 

Pelayanan sektor-sektor tertentu yang strategjs dan memerlukan 
jangka waktu secara bertahap untllk melakukan peningkatan 
kualitasnya. Sektor-eektor yang menjadi prioritas peningkatan 
kualitas peJayanannya di Pemerintah T<abLtpaten Pringsewu adalah 
sebagai berikut: 

a) Pendidikan 

jenis pe]ayanan pada sektor ini yang menjadi prioritas untuk 
ditingkatkan kualitas pelayanannya adalah peningka,tan 
kompetensi guru. Salah satu peran pemerintah daerah dalam 
penyediwu1 pelayanan pendidikan adalah menyediakan guru 
yang te.lah memiliki sertifikaei. DolQm kaitan itu, penyediaan 
pelayanan lmtuk peningkatan kompetP.n~i guru, sehingga 
mampu memperoleh sertifikasi menjadi prioritas utama pada 
sektor pendidikan di Kabupat:en Pringsewu. Peningkatan jumlah 
guru yang m.emiliki sertilikasi dihuapkan akan memberikan 



dampak pada peninglod.llll kualitas sumber daya manullia di 
Kabupawi Pringsewu; 

b) Pelayanan Perizina.n 

sektor ini selalu menjadi 8WUl.an masya.-akat lmrena banyak 
keluhan dieampaikan masymakat te.-kait dengan prose~ 
maupun biaya resmi dan tidak resmi yang h.arus dikeluarkan 
dalain memperoleh pelayanan. Beberapa jenis pelayanan yang 
menjadi prioritas untuk dipabaiki baik d.ari sisi kecepatan, 
keJ>8.8tian hukum, kejela.san pro8Cs dan biaya scrta koordina:si 
antar OPD yang terkait dalam ~hP.rian pelayanan yaitu: 

1) Izin Mcndirikan Bongunan; 

2) fain Gangguan; 

3) 1.zi.n bidang Kepariwisataan; 

4) lzin Jasa Use.ha; 

SJ Izin bidang perindustrian perdagangan dan koperasi; 

6) lzin bidang perhubungan. 

B. Zona Integritas Menuju Wilayah Bebas dari Korupsi/Birokrasi Bersih 
dan Melayani. 

Sebagai contoh pelaksanaan refonnasi birokrasi di Pemerint.ah 
Kabupaten Pringsewu akan mengambll beberapa dinas yani ~las 
dijadikan contoh Zona. Jntegritas menuju wila,yah beba.s dari 
korupsi/birokrasi bersih dan melayani. 

C. Prioritas Satuan Kerja Perangkat Daerah 

Fokus perubahan yang menjadi prioritas masing-masing OPD. fokus 
perubahan mi barus menjadi perhatian OPD dan membuat rencana 
aksi tersendiri dan mcnjadi bogion drui reformasi birokrasi pem.erintah 
Kabupaten Prinp.wu. Prioritas yang telah berhasil diidentifikasi dalam 
proses bersama pani pemangku kepentingan meliputi: 

1. Bidang Pemerintahan 
a) inovasi RPJD Nasional yang bisa dimasukkan; 
b) Peningkatan kata unggiil menjadi berdaya saing; 

c) Peningkatan agamis menjadi bersahaja; 

d) E Government; 

e) Penguatan peran camat; 

f) Pekon geliat. 
2. Bi.dang pendidikan 

a) Pringsewu ~hagai dapur Sumber Daya Manusia Provinsi 
Lampung; 

b) Pusat Kajian Alquran; 

c) perguruan tinggi Alquran; 

d) beasiswa ba.gi pendlapal Al qunin; 

e) hafidz cUkumpullcan; 

t) peningkatan 1PM. 



3. Bidang Keamanan 

pemasangan kamera. cctv di komplek pertokoe.n dan wilayah 
et.rategis demi ten:iptanya keamanan dan kctcrtiban; 

4. Bidang Kesehatan 

aJ rencana membuat rumah sakit yang terspesialisasi 
(contoh;ortopedi); 

b) puskesmas rawat inap 

Prioritas Satuan Kerja Perangkat Daerah sebagaimana diuraikan di atas 
akan menjadi bagian dari upaya perbaikan yang dilakukan oJeh 
Organisasi Perangkat Daerah yang bertanggungiawab menanggani 
pelayarum dimaJ,11ud. Karena. itu setinp Orgnnisa.si Perangkat Daerah 
harus memlliki rencana aksi yang jelas dan terukur untuk mendukung 
perbaikan fokua pen1bahan ini. 

D. Sa.emon 

s~ dapl:lt dibagi ke dalam fokus perubahan untuk Prioritas 
Pembenahan Manajemen Pemerintah Daerah, prioritas yang harus 
terus dipelihara dan prioritas yang terkait dengan peninf,katan kualitas 
pelayanan. Adapun sasaran clan indikator kinerja dapat dirumuskan 
sebagai berilrut: 

1. Prioritas Pembenahan Manajemen Pemerintah Daerah 

a) Sulllber Daya Manusia (SOM) 

SASARAN INDIKATOR TARGET 

2018 201CJ 2020 

1 2 3 4 5 

Prosentase 
pegawai yang 
ditempatlcan 70"/o 80'3/o 90% Mcningkatnya sesua:i dengan 

kapsu1it.As dan standar 
kualitas SOM kompetensi ... 
Aparatur 

Prosent.ase Pemerintah pega.wai Kabupaten yang 
ditingkatlcan 

.Pringsewu ~uai dengt1J1 
kompetensinya 700/o 800/o 900/4 

sesuai 
kebutuhan 
Unitkeria. 

20:.! I 2022 

6 7 

1()()0/4 100°/o 

100% 100"/o 



Prosentase 
pegawai yang 
capaian 700/4 800/o 90'3/c, 1000/o 10()04 
kerjanya ~suai 
unit target 

Proacntaec 
Meningkatnya pegawai yang 
kinerja capaian 700/4 750/4 800/c, 85% 900/o 
pegawai kerjanya sesuai 

uuget 

Prosentaaa 
kepatuhan 
pegawai untuk 
memenuhi: 

Meningkatnya • Aturan 700/o 750/o SO°/o 8S°/o 900,o 
kinerja distplin 

(rata- (ra.ta- (rat.a- (rat.a- (rat.a-
pegawai • Penyampaian rata) rata) rata) rat.a) rata) 

LHKPN 

• Etika 

• t'akta 
intcll:ritas 

Tingkat 

Meningkatnya kepuaean 

kesejaht.eraan pegawsi 
500/4 60% 700/4 800/4 9m0 terhadap pegawai 

.kesejahteraan 
nenwai 

Tingkat 
peniep8i 

Meningkatnya pegawai 
pimpinan t.erhadap 

70"/o 800/o 800/4 800/4 SOo/o 
yang menjadi pimpinan yang 
role model clapa.t 

rlijAdikan role 
rrwdel 



b) Pengawasen 

SASARAN INDIKATOR TARGET 

2018 2019 2020 2021 2022 
1 2 3 4 s 5 7 

JumJah 
Meningkatnya auditor 

Prose.da!Je kualilas dan 
kuantitas apaiat 

aparat pellga\\-BS yang 
70% 80"/o 900/o 1000/u 100% pengaw.as memperoleh 

peningkabm . . 
si 

Prusent..ae 
OPDyang 
aka.it 700/4 80"/4 100"/o lOOo/4 1000/o 

Meningkatnya tnene-!apkan 
SPIP penera.pan -· 

SPIP Proeentase 
penyimpang,an 
YaJ18ditindak 70"/o 80% 
lmtjuti tP.Jlflt 

90% 100% IOOo/o 

waktu. 
Meningkatnya Presentase 
kualil!ut dan SOP 
kuantitaa pengawn.san 70'/4 75% 80"/4 85% 90% 
aparat yang 
neneawas. dit.eraokan. 

c) Ta.talaksana 

SASARAN INDIKATOR TARGET -
2018 2019 2020 2021 2022 

1 2 3 4 5 6 7 
Prosentrute SOP 

Meningkatnya 
penyelengaraan 
pemerintah 55°,o 75% 90%, 100% 100% koordinasi yang 

anmrSKPD ditemokan 
dalaJn 

Proeentue penyelengara-
an tugasdan kasus tumpeng 
fungsi tindihu1~s 60% 80o/o 90"/o 100% 100"/4 

dAn fi.mgsi yang 
diselesaikan 
Piose11tase 
jenis pelayanan 
publikyang 
eudah 40% 50% 600/o 800/o 90% Meningkamya menerapkan 

penerapan teknologi 
teknologi informasi 



informasi Tingkat 
yangdaJam kepuaAAn 
penyelengara- masyarakat 
an tugasdan atas 700/o 800/o 800/4 800/4 800A, fungsi keterbukaan 

infonnasi 
'DUblik. 

Prosentase 
fasilitas ketja 
yang 70"/o 80"/o 
dimandmiaui-

80"/o 80'/o 800/o 

lam. 

2. Prioritas Yang Harus Terus Dipelihara 

a) Meningkatkan den mempertahankan Opini WTP dari BPK 

SASARAN lNDIKATOR TARGET 
2018 2019 2020 2021 2022 

1 2 3 4 5 6 7 
Diperolehnya 
opini WTP dari Opini BPK WTP 
BPK 

WTP WTP WTP WTP 

b) Pewenuhan kewajiban bagi l'impinan untuk menyerahkan 
LHKPN 

SAS.ARAN INDIKATOR TAROh.1 
2018 2019 2020 2021 2022 

1 2 3 4 5 6 7 

Meningkatnya Prosentase 
Pcjabilt yang pejaba.l y~g 

80% 95% 10()0/c, 1000/o 100% menyerahkan telah Dll!nyerah 
LHKPN kanLHKPN 

c) Penyediaan rw.ngaduan untuk penyampaian informasi indikaai 
terjadinya Kolusi Korupsi dan Nepotisme 

SASARAN lNDlKATOR 
TAROET 

2018 2019 2020 2021 2022 
Meningkatnya 
efektivitae 
sarana 

Prosentase pengaduan 
penga.duan penyampaian 
yang berhasil 700/o 75% 80o/o 85% 900/o 

infonnasi 
indikasi ditindak lanjuti 

terjadinya 
KKN. 



dJ Peningke.tan kapasitas guru 
.---·- .. -·· ... - .. -·-·---· 

Sasarat1 [ndikator 
Target 

2018 2019 2020 2021 2022 

1 2 3 4 5 6 7 

Prosentase 
Meningkatnya guru yang 
kapasitas dan memperoleh 700/4 800/4 90% 1000/4 100"/o 
kualitas guru peningkatan 

kompetensi 

e) Saluran informasi di sejumJah tempat 

Target ~ 

Sasaran lndikator 
2018 2019 2020 2021 2022 I 

I 

1 2 3 4 5 6 7 i 
! 

Meningkatnya 
pelayanan Jumlah lokasi 
internet gratis denganaksea 10 15 20 25 30 
diberbagai internet 
lokasi 

t) Pelayanan kesehatan pruna. 

Sasaian lndikator 
Target 

2018 2019 2020 2021 2022 

Tingkat 

Meningkatnya. kepuasan 

pelayanan masyarakat 70% SO'Yo 800/o 800/o 80"/o 
kesehatan terhadap 

pelayanan 
keaehatan 

gJ Nilai a.kuntabilitas kinerja kategori B 

Sasaran Indikator 
Target 

2018 2019 2020 2021 2022 

Meningkatnya 
nilai nilai 
akuntabilitas akuntabilita.s cc B B BB A 
kinecja kerja 
menjadiB 



3. Prioritas yang terkait dengan peningkatlln kua.Iitas pclayanan 

a) Pelayanan Perizinan 
1) Izin Mendirikan BangunAn 

Sasaran lndikBfOT T811let 
2018 2019 2020 2021 2022 

Tingkat 
kepuasar 

Meningkatnya masyarakat 
70"/4 80% 80% 80"/4 80% pelayanan 1MB terhadap 

pelayanan 
IMD 

2) I.zin Gangguan 

Sasaran Indikator Target 
2018 2019 2020 2021 2022 

Tingkat 
kepuasan 

Meningkatnya masyarakat 
pelayanan lzin terhadap 70'/o 80% 80% 80o/o 800/o 
Gangguan pelayanan 

17.in 
Gan.11Jruan 

3) Ir.in wdang Kepariwisataan 

Sasaran lndikator 
Target 

2018 2019 2020 2021 2022 

Tingkat 

Meningkatnya 
kepuaaan 
maayarakat pelayanan lzin 
terhadap bidang 700/o 80% 80% 80% 80'% 

kepariwisa- pdaywtan 
lzin bidang taan 
kepariwisata-
an 

4) Izin Jasa Usaha 

Se.saran lndikator Tar2et 
2018 2019 2020 2021 2022 

Tingkat 

Meningkatnya kepuasan 

pelayansn Izin masyarakat 
70o/o 80o/o 8()0/4 80% 80% 

usaha terhadap 
pelayanan 
J,.;n usaha 



5) Izin bidang perindustri11n, perdagan.gan dan koperasi 
... 

Sal!UINlTl Indikator Target 
2018 2019 2020 2021 2022 

Tingkat 
Meningkatnya kepuaean 
pelayanan izin masyarakat 
bidang terhadap 
perindustri- pelayanan 70% 80"/o 800/o 80"/4 80"/4 
an, bidang 
penlagangan perindustrian, 
dan koperasi perdagangan 

dan konemsi 

6) lzin bidang perhubungan 

Sasaran Indikator Target 
2018 2019 2020 2021 2022 

Tingkat 

Meningkatnya kepualRUl 
masyarakat pelayananlzin 
terhadap 7<1Yo 80% 8<1Yo 80% 800/4 bidang pelayanan perhubung-An 
Lzin bidang 
oerhu bun.,.,.n 

4. Zona. Intergrasi menuju WBK/WBBM 

Sasaran lndikator ·rar~t 
2018 2019 2020 2021 2022 

Meningkatnya 
unitkerja 

Jumlah unit yang 
kerja ditetapbn ditetapkan 
sebagai Zona 2 5 10 20 Semua 

eebapiZono. OPD 
lntergrasi Intergrasi menuju 

menuju WBK/WBBM 

WBK)WBBM 

meningkatnya Tingkat kepuasan 

kualitas masyaraka.t 

pclayanan terhadap 
70"/o 80%, 80"/o 8(7%, 80"/o 

Pemerintah pelayanan 

Daerah t'emerinl:ah 
Daerah. 

5. Prioritae OPD 

Sasaran maupun 1.1uget-target diserahkan kapada masing-masing 
OPD yang bertanggung jawab dan OPD yans terkllit sebagai 
rangkaian dari penyusunan rencana aksi OPD dimaksud dalam 
me1akukan reformasi birokrasi. 



E. Kegiat.An-Ke-.giatan 

l. Prioritas Pembenllh.on Manajcmen I"emerintah Daerah 

a) Sumber Daya Manu:!iia 

Kegiatan-Jtegiatan yang akan dilakukan dawn ranglta 
mewujudkan tujuan dan target-target pada area pe1·ulmhtm ini 
meliputi: 

1) .melakukan analisis jaba.tan; 

2) mela.kukan analisis beban kerja; 

3) mCTUmusk.a.r1 ulwlg atau memperbaJki standar jabatan utuk 
seluruh jabat:an di OPD sesuai dengan kcbutuhan 
organisasi _yang te1ah ditetapkan: 

4) merumuskan rencana kebutuhen pegawa.i seauai dengan 
beban kerja dan kompetensi yang dJbutuhkan masini(­
masmg OPD, termasuk rencana rekruibnen set:iap tahun; 

SJ memperbaiki sistem rekruitmen pegawai; 

6) melaksanakan rekruitmen sesuai sistem rekuitmen baru dan 
kebutuhan rekruitmen pegawai setiap tahun sesuai dengan 
rencana ~butuhan dan kompetensl; 

7) melaksanakan sistem rekruitmen terbuka untuk jabatan­
jabatan certentu. 

Catatan: Kegiatan 1) sampai dengan 7) merupakan prtoritu jangka 
pendek yangjuga menja.di prioritna na&ional. 

8) mclakulcan -.su.sment kompeten:,ii terhadap seluruh 
pegawai untuk mP.ngetahui peta. potenai terkini; 

9) menyuaun kebutuhan <Ian renC(IJlo pengeuibangan pega.wai, 
meliputi kepemimpinan managerial, fungsional dan tekn.is; 

10) melaksanBkan pengembangan pegawai sesuai rencana 
pengembangan pegawai; 

11) menyusun rencana penempatan dan pola karier pegawai. 
tennasuk pola karier jabatan fungsional; 

12) melalcsanakan rencana penempatan dan pola karier pegawai; 

13) menyusun sistem manajemen kin~ pegawai termasuk 
sistem penilaian prestasi kerja pegawai; 

14) menerapkan sistem manajemen kinerja pegawai, termasuk 
pengembangan sistem penilaien prestaBi kerja pegawai; 

15) mensosialisasikan berbagai kebija.kan kepegawaian dan 
merencanakan penerapannya; 

16) menerapkan berbagai kebijakan kepegawaian yang menjadi 
kewajiban pegawai; 

17) menyusun rencana pengembangan kepribadian role model; 

JS) melakukan monitoring terhadap seluruh pel.a.ksanaan 
rencana; 

19J melalrukan evaluasi terha.da.p seluruh pelaksanaan rencana; 
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